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In customary law, the issue of heredity is included in the scope of kinship law, 
so the issue of sentana rajeg will not be separated from the discussion about the 
kinship system adopted by the Balinese people. The traditional Balinese people 
adhere to the patrilineal or fatherly kinship system which is better known in the 
community as the kepurusa or purusa line. The goal in the family life of the Balinese 
people is to have children. Associated with the sex of the child (descendant), it is 
expected that the descendant of a boy. Balinese customary law which is patrilineal 
has a strong influence on the value of the child (descendant), that is, boys have a 
higher value than girls. If a family only has daughters, efforts will be made to 
increase their status to male, namely by adopting the girl as sentana rajeg by means 
of merry marriage.  
The problem studied is the position of Sentana Rajeg in the formation of joint 
assets. This paper aims to examine from a legal and gender perspective the position 
of Sentana Rajeg in the formation of collective assets, using the literature review 
method. From the results of a study of several literature, it can be seen that Sentana 
Rajeg has an important position in contributing to the formation of collective assets. 
This is because Sentana Rajeg is an heir who gets an inheritance from his parents 
and the results of the management of the inheritance can be used to form joint 
assets. In addition, Sentana Rajeg apart from being a wife also works in the 
livelihood sector that generates money and has an important value in contributing to 
forming collective assets. This paper is expected to be useful theoretically for the 
repertoire of legal knowledge, and in practical terms it is expected to provide input to 
the government and Balinese indigenous peoples in solving problems related to 
Sentana Rajeg. 
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Abstrak 
Dalam hukum adat, masalah keturunan termasuk dalam ruang lingkup hukum 
kekeluargaan, sehingga masalah sentana rajeg tidak akan lepas dari pembicaraan 
mengenai sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Bali. Masyarakat adat 
Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan yang lebih dikenal 
dalam masyarakat sebagai garis kepurusa atau purusa. Tujuan dalam hidup 
kekeluargaan masyarakat Bali adalah adanya keturunan. Dikaitkan dengan jenis 
kelamin anak (keturunan) yang diharapkan adalah keturunan anak laki-laki. Hukum 
adat Bali yang bercorak patrilineal sangat mempengaruhi nilai daripada anak 
(keturunan) tersebut, yaitu anak laki-laki mempunyai nilai lebih tinggi daripada anak 
perempuan. Apabila dalam suatu keluarga hanya mempunyai anak perempuan saja, 
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diusahakan untuk meningkatkan statusnya menjadi laki-laki, yaitu dengan 
pengangkatan anak perempuan tersebut sebagai sentana rajeg melalui perkawinan 
nyeburin. 
Permasalahan yang dikaji adalah Kedudukan Sentana Rajeg Dalam Harta 
Bersama. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dari sudut hukum dan gender  
mengenai  Kedudukan Sentana Rajeg Dalam Harta Bersama, dengan menggunakan 
metode kajian literatur. Dari hasil kajian beberapa literatur, maka dapat diketahui 
bahwa sentana rajeg  mempunyai kedudukan penting dalam berkontribusi bagi 
pembentukan harta bersama. Hal ini disebabkan karena sentana rajeg adalah ahli 
waris yang mendapat warisan dari orang tuanya dan hasil pengelolaan harta warisan 
tersebut dapat digunakan untuk membentuk harta bersama. Disamping itu, sentana 
rajeg selain sebagai istri juga bekerja di sektor nafkah yang menghasilkan uang dan 
mempunyai nilai yang penting dalam berkotribusi untuk membentuk harta bersama. 
Tulisan ini diharapkan bermanfaat secara teoritis bagi khasanah ilmu pengetahuan 
hukum, dan secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada 
pemerintah dan masyarakat adat Bali dalam memecahkan persoalan – persoalan 
yang berkaitan dengan sentana rajeg.  
 




Hukum adat berakar pada 
kebudayaan tradisional, sehingga 
merupakan suatu hukum yang hidup, 
menjelmakan suatu perasaan hukum 
yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan 
fitrahnya sendiri, hukum adat terus 
menerus dalam keadaan tumbuh dan 
berkembang seperti hidup itu sendiri ( 
Soepomo,2003). Masyarakat Bali 
dalam segala aspek kehidupannya 
selalu dijiwai oleh nilai-nilai budaya 
Bali. Nilai-nilai budaya Bali ini 
tercermin dalam dasar falsafah hidup 
masyarakat Bali yang di sebut dengan 
konsep Tri Hita Karana, yaitu tiga cara 
untuk mencapai kebahagiaan, 
keharmonisan, dan keseimbangan 
hubungan, antara manusia dengan 
Tuhan, manusia dengan lingkungan, 
dan manusia dengan manusia. Semua 
ini harus dijaga keharmonisan dan 
keseimbangannya untuk mencapai 
tujuan hidup masyarakat Bali, yaitu 
mencapai “ Moksartham Jagadithaya 
Ca Iti Dharmah”, yaitu tujuan dharma 
adalah kesejahteraan di dunia ini dan 
di dunia lain ( Mantra, 1996).Dalam 
kaitannya dengan sistem 
kekeluargaan yang dianut pada hukum 
adat Bali. 
Pada dasarnya masyarakat Bali 
menganut sistem kekeluargaan 
patrilineal, yaitu sistem yang melihat 
hubungan anak dengan keluarganya 
dari garis ayah. Oleh karena itu, 
keluarga dari pihak laki-laki lebih 
penting dalam kehidupan seseorang 
dan harus mendapat perhatian lebih 
dulu daripada keluarga pihak ibunya 
(Gde Panetja, 2004). Masyarakat Bali 
dengan lingkungan sosial budayanya 
yang menganut sistem kekeluargaan 
patrilineal tersebut memberikan 
kedudukan dan yang lebih tinggi 
kepada anak laki-laki. Terkait dengan 
nilai anak, Astiti (1994) dalam 
disertasinya menyebutkan bahwa 
“dalam masyarakat Bali anak laki-laki 
mempunyai nilai religius, nilai sosial, 
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dan nilai ekonomi “.  NIilai religius 
anak dalam kehidupan duniawi 
dikaitkan dengan peran anak laki-laki 
dalam menyelenggarakan upacara 
keagamaan, seperti upacara Dewa 
Yadnya, Pitra Yadnya, Manusia 
Yadnya. Mengenai nilai sosial, anak 
laki-laki sebagai pihak yang dapat 
menggantikan segala macam 
kewajiban orang tua dalam 
kedudukannya sebagai krama banjar 
dan desa adat. Nilai ekonomi anak 
laki-laki dalam kehidupan orang 
tuanya, seperti : 1) supaya ada  yang 
membantu bekerja di pertanian, 2) 
supaya ada tempat bergatung di hari 
tua. 
Demikian pentingnya kedudukan 
dan nilai anak laki-laki menyebabkan 
keluarga dalam masyarakat Hindu di 
Bali yang tidak mempunyai anak laki-
laki akan mengusahakan anak laki-laki 
dengan berbagai cara, antara lain 
dengan mengangkat anak atau 
mengangkat anak perempuannya 
sebagai sentana rajeg. Kondisi sosial 
budaya seperti itu memperkuat 
pandangan, sikap dan perilaku bahwa 
laki-laki memilki nilai lebih tinggi dari 
perempuan. Meskipun demikian, 
dalam beberapa hal ditemukan adanya 
sloka yang mencerminkan perempuan 
dan laki-laki mempunyai martabat 
yang sama. Dalam Manawa Dharma 
Sastra salah satu sumber Hukum 
Hindu ada pernyataan yang 
menunjukkan tidak adanya perbedaan 
esensial antara tingkat dan martabat 
laki-laki dan perempuan, keduanya 
diciptakan untuk saling melengkapi 
satu dengan yang lainnya. Hal ini 
dapat dilihat dalam buku I  Sloka 32, 
yang menyebutkan bahwa : “ Tuhan 
membagi diriNya menjadi sebagian 
laki-laki dan sebagian perempuan 
(Ardhanariswari)“. Konsep 
Ardhanariswari tersebut mengandung 
makna laki-laki dan perempuan adalah 
setara, dengan demikian perempuan 
tidak dapat dianggap lebih rendah, dan 
perempuan harus dihormati sama 
dengan laki-laki. Agama Hindu  
mengajarkan bahwa dalam hidup 
berkeluarga perempuan harus 
dihormati  (Astiti,2001). Ajaran 
tersebut terdapat dalam pustaka suci 
Manawa DharmaSastra, Buku III Sloka 
55-58  menyebutkan sebagai berikut :  
Sloka 55 : Perempuan harus 
dihormati dan disayangi oleh ayah-
ayahnya, kakak-kakaknya, suami dan 
ipar-iparnya yang menghendaki 
kesejahteraan sendiri. 
Sloka 56 : Dimana perempuan 
dihormati, disanalah para dewa 
merasa senang, tetapi dimana mereka 
tidak dihormati, tidak ada upacara suci 
apapun yang akan berpahala. 
Sloka 57 : Dimana warga 
perempuannya hidup dalam 
kesedihan, keluarga itu cepat akan 
hancur, tetapi dimana perempuan itu 
tidak menderita keluarga itu akan 
selalu bahagia. 
Sloka 58 : Rumah dimana 
perempuannya tidak dihormati 
sewajarnya, mengucapkan kata – kata 
kutukan, keluarga itu akan hancur 
seluruhnya seolah – olah dihancurkan 
oleh kekuatan gaib ( G. Pudja, dan 
Tjokorda Rai Sudharta, 2004). 
Apabila ajaran-ajaran tersebut 
diatas direnungkan secara mendalam, 
ajaran tersebut dapat dijadikan 
landasan untuk memandang, bersikap, 
berperilaku menghormati perempuan 
dan menempatkannya dalam 
kedudukan yang sejajar dengan laki-
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laki, serta tidak bertindak sewenang – 
wenang terhadap perempuan.  
Dianutnya sistem kekeluargaan 
patrilineal dalam masyarakat Bali 
menyebabkan dominasi laki-laki 
sangat kental dalam berbagai aspek 
kehidupan. Atas dasar sistem tersebut 
perempuan yang telah menikah 
dianggap telah memutuskan hubungan 
dengan keluarganya sendiri dan 
berpindah ke dalam keluarga 
suaminya. Di rumah suaminya 
perempuan juga tidak berhak untuk 
mewarisi harta leluhur suaminya. Hal 
ini akhirnya memunculkan ideologi 
gender yang membentuk budaya 
patriarki. Dengan demikian, 
perempuan pada kenyataannya dalam 
masyarakat  Bali mempunyai 
kedudukan yang lebih rendah 
dibandingkan laki-laki. Hal itu dapat 
disimak dari berbagai kenyataan yang 
dapat diamati dalam masyarakat Bali, 
seperti : 
1) Perempuan tidak mempunyai hak 
waris terhadap harta kekayaan 
orang tua atau suami.  
2) Perempuan hanya mempunyai hak 
menikmati harta kekayaan 
keluarga dan itupun sifatnya 
bersyarat. 
3) Perempuan tidak mengambil 
keputusan.  
Penulis – penulis Bali dari zaman 
kolonial sampai dengan kemerdekaan, 
baik perempuan maupun laki – laki 
terutama yang peduli dengan nasib 
dan kedudukan kaum perempuan 
dalam masyarakat, banyak mengenal 
pemikiran tokoh – tokoh nasional dan 
internasional. Berdasarkan tulisan – 
tulisan mereka dapat diketahui bahwa 
mereka mengikuti evolusi gerakan 
kaum perempuan Indonesia dan di 
berbagai belahan dunia. Dengan 
wawasan yang luas itulah mereka 
membuka pemikiran kaumnya 
terhadap isu – isu kesetaraan gender 
yang berkembang di tingkat nasional 
dan internasional (Darma Putra,2003).   
Mengenai konsep  “kedudukan“ 
berdasarkan pendapat Satjipto 
Rahardjo (2000) dikatakannya bahwa 
persoalan kedudukan adalah 
menyangkut hak dan kewajiban. Hak 
adalah kekuasaan tertentu yang 
diberikan oleh hukum kepada 
seseorang untuk bertindak dalam 
rangka kepentingannya. Dalam hak 
mengandung unsur perlindungan, 
kepentingan dan kehendak. 
Pengertian hak berpasangan dengan 
pengertian kewajiban. Kewajiban 
adalah sesuatu yang harus dilakukan 
sebagai akibat adanya hak (yang satu 
mencerminkan yang lain).  
Sentana Rajeg, dalam keluarga 
Bali yang menganut sistem patrilineal 
(purusa), keberadaan anak laki – laki 
sangat penting, karena berkedudukan 
sebagai penerus keturunan dan ahli 
waris terhadap harta keluarga, tetapi 
dalam hukum adat Bali dimungkinkan 
bahwa jika dalam keluarga tidak ada 
anak laki – laki untuk melanjutkan 
keturunan, maka anak perempuan 
dapat ditingkatkan statusnya menjadi 
sentana rajeg sehingga mempunyai 
kedudukan yang sama dengan anak 
laki – laki, yaitu sebagai penerus 
keturunan dalam keluarga. Secara 
harpiah sentana atau Santana artinya 
keturunan (Ananda Kusuma, 1986)  
atau ahli waris ( Kersen,1984), 
sedangkan rajeg berarti  tegak, (nge\) 
rajegang artinya meneguhkan atau 
menegakkan. I Ketut Sudantra (2008)  
menjelaskan, bahwa dalam konsep 
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hukum adat Bali, sentana rajeg berarti 
anak perempuan yang karajegang 
sentana, yaitu ditegakkan atau 
dikukuhkan statusnya menjadi purusa 
atau penerus keturunan sehingga 
berstatus sebagai ahli waris. 
Berdasarkan pengertian di atas 
tentang sentana rajeg maka konsep 
sentana rajeg dapat dirumuskan 
adalah anak perempuan yang status 
hukumnya diangkat dan disamakan 
dengan status anak laki – laki, dengan 
melalui perkawinan nyeburin.  
Konsep harta bersama dalam 
perkawinan dengan jelas dirumuskan 
dalam Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Dalam Pasal 35 undang-undang 
tersebut dirumuskan bahwa : “ Harta 
yang diperoleh selama perkawinan 
menjadi harta bersama”. 
Dalam perspektif hukum masalah 
kedudukan sentana rajeg atas harta 
bersama yang ditinjau norma – norma 
hukum yang berlaku. Hukum yang 
dimaksud disini dapat berupa hukum 
tertulis maupun tidak tertulis ( hukum 
adat ), yaitu hukum yang hidup dan 
bekerja secara kongkret di 
masyarakat.   Awig – awig adalah 
suatu produk hukum  
dari suatu organisasi tradisional 
di Bali, yang umumnya dibuat secara 
musyawarah mufakat oleh seluruh 
anggotanya dan berlaku sebagai 
pedoman bertingkah laku dari anggota 
organisasi yang bersangkutan. awig – 
awig adalah patokan – patokan 
tingkah laku, baik tertulis maupun tidak 
tertulis yang dibuat oleh masyarakat 
yang bersangkutan, berdasarkan rasa 
keadilan dan kepatutan yang hidup 
dalam masyarakat, dalam hubungan 
antara krama ( anggota desa adat ) 
dengan Tuhan, antar sesama krama, 
maupun krama dengan lingkungannya. 
(Astiti, 2005). 
Perspektif gender adalah suatu 
sudut pandang tentang sesuatu, dalam 
hal ini tentang kedudukan sentana 
rajeg atas harta bersama,dilihat dari 
sudut relasi atau hubungan antara laki-
laki dan perempuan. Dalam menkaji 
sesuatu dari perspektif gender, maka 
alat analisis yang digunakan adalah 
analisis gender. 
Korn ( 1978 )  menyatakan, 
sentana luh atau sentana rajeg ( 
sentana perempuan ) adalah anak 
perempuan tunggal, yang ditetapkan 
menjadi sentana orang tuanya, dimana 
suami yang melakukan perkawinan 
nyeburin padanya, seringkali dalam 
hak -  hak tertentu menduduki tempat 
kedua dibandingkan dengan 
kedudukan istrinya. Panetje ( 2004 ) 
menjelaskan, dalam perkawinan 
nyeburin si suami dari mulai 
perkawinan sudah tinggal di rumah 
istrinya, ia lepas dari keluarga asalnya 
dan diterima sebagai anggota keluarga 
istrinya. Ia tidak lagi memuliakan 
sanggah asalnya, melainkan ia harus 
memuliakan sanggah keluarga 
istrinya. Dalam perkawinan nyeburin 
itu istri berhak sebagai anak laki – laki, 
sedangkan si suami   berhak sebagai 
istri, baik dalam bidang hukum 
perkawinan maupun dalam bidang 
hukum pewarisan. Berdasarkan 
pengertian sentana rajeg yang 
diberikan oleh Panetje, ada kalimat 
yang dapat ditafsirkan, antara lain “ 
memuliakan sanggah “, dapat 
ditafsirkan menjadi “ memuja sanggah 
“, “ istri berhak sebagai anak laki -laki” 
dapat ditafsirkan menjadi “ istri 
mempunyai hak seperti anak laki – laki 
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“ dan “ si suami berhak sebagai istri “, 
dapat ditafsirkan menjadi “ si suami 
mempunyai kedudukan sebagai 
seorang istri “. 
Soeripto ( 1978 ) menyebutkan 
bahwa sentana rajeg atau 
ngerajegang sentana berarti 
menetapkan anak perempuan 
berstatus laki – laki. Anak perempuan 
sebagai sentana rajeg ini yang akan 
melanjutkan keturunan dari ayahnya 
karena berstatus sebagai anak laki – 
laki dan berstatus sebagai ahli waris 
penuh, selama tidak gugur haknya 
sebagai ahli waris. 
Harta bersama menurut Bushar 
Muhammad ( 2004 ) adalah harta yang 
dibina selama perkawinan, termasuk 
harta benda yang dibawa oleh masing 
– masing ke dalam perkawinan 
sebagai hadiah. Hilman Hadikusuma 
(2003) menyatakan bahwa harta  yang 
diperoleh/dikuasai suami dan istri 
bersama – sama selama perkawinan 
disebut “ harta pencaharian “.Hasil 
usaha masing – masing pihak selama 
perkawinan disebut gunakaya, 
sedangkan apa yang dihasilkan 
dengan usaha bersama menjadi 
kekayaan bersama juga. Jenis harta 
kekayaan ini disebut dengan istilah 
druwe garbo ( Panetje, 2004). 
Berdasarkan latar belakang masalah 
diatas penulis tertarik untuk  mengkaji 
bagaimana Kedudukan Sentana Rajeg 
Dalam Harta Bersama  
  
PEMBAHASAN 
A. Jenis – Jenis Harta Bersama 
Menurut Pasal 1 Undang-undang 
No 1 Tahun 1974, “Perkawinan ialah 
ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami 
istri dengan tujuan membentuk 
keluarga ( rumah tangga ) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Berdasarkan pengertian tersebut 
dapat diketahui bahwa tujuan 
perkawinan adalah untuk membentuk 
suatu keluarga yang bahagia dan 
kekal. Dalam rangka terbentuknya 
suatu keluarga yang kekal, maka 
disamping adanya keturunan dari 
perkawinan tersebut, sudah barang 
tentu diperlukan suatu dasar material 
sebagai jaminan bahwa keluarga 
tersebut dapat tercukupi kebutuhan 
hidupnya.Dasar materiil dari keluarga 
yang terbentuk melalui perkawinan 
itulah yang disebut harta benda 
perkawinan ( Ariani, 2004). Harta 
benda perkawinan berfungsi untuk 
mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu 
keluarga yang bahagia. Dalam konsep 
orang Bali, kebahagian yang ingin 
dicapai adalah kebahagiaan lahir batin 
( sekala – niskala ). Harta benda 
perkawinan disamping untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari, seperti sandang dan pangan, 
juga berfungsi untuk melaksanakan 
kewajiban-kewajiban keagamaan, 
yang dikenal dengan yadnya ( Panca 
Yadnya ). Harta bersama dalam 
perkawinan termasuk sebagai salah 
satu golongan harta benda 
perkawinan. 
Undang-undang Perkawinan 
mengatur harta benda perkawinan 
dalam satu bab tersendiri yaitu bab VII 
dibawah titel : “Harta dalam 
Perkawinan“, meliputi Pasal 35, 36 
dan Pasal 37. Penggolongan harta 
dalam perkawinan diatur dalam Pasal 
35 yang menyebutkan sebagai berikut 
: 
1. Harta benda yang diperoleh selama 
perkawinan menjadi harta bersama. 
2. Harta bawaan dari masing-masing 
suami dan istri dan harta benda 
yang diperoleh masing-masing 
VYAVAHARA DUTA Volume XV, No.2, September 2020         ISSN ONLINE : 2614-5162 







sebagai hadiah atau warisan adalah 
dibawah penguasaan masing-
masing. 
Dalam Hukum Adat Bali, 
penggolongan harta benda dalam 
perkawinan adalah sebagai berikut : 
1. Harta benda yang diberikan oleh 
orang tua kepada anak gadisnya 
pada waktu kawin, harta ini 
disebut jiwadana, tatadan, atau 
bekel.  
2. Harta yang didapat oleh suami dan 
istri baik secara sendiri-sendiri 
maupun atas usaha bersama 
selama dalam masa perkawinan, 
harta ini dinamakan gunakaya . 
3. Harta yang diperoleh karena 
mendapat warisan dinamakan 
tetamian atau warisan.  
4. Harta benda yang diperoleh 
karena jerih payah sendiri sebelum 
kawin dinamakan sekaya. 
Keseluruhan harta benda ini 
dalam masyarakat Bali disebut dengan 
kesugihan. Perlu dicatat, bahwa 
terdapat beberapa istilah berbeda 
yang ditemukan untuk menyebut harta 
bersama dalam perkawinan, yaitu  
gunakaya, pegunakaya, arok sekaya, 
maduk sekaya, dan duwe gabro. 
Namun istilah yang paling digunakan 
dalam masyarakat adalah gunakaya 
atau pegunakaya seperti umumnya 
digunakan dalam awig-awig Desa 
Pakraman ( Sudantra, 1992). 
Uraian diatas menunjukkan 
bahwa di dalam Hukum Adat 
Bali,terdapat penggolongan harta 
benda perkawinan dengan bentuk 
hukum yang sama dengan 
penggolongan harta benda 
perkawinan menurut Undang- undang 
Perkawinan seperti disebutkan dalam 
Pasal 35. Gunakaya dan Pegunakaya 
dapat digolongkan dalam bentuk harta 
bersama. Sekaya yang diperoleh 
masing-masing sebelum perkawinan 
dapat digolongkan dalam harta 
bawaan. Tatadan dan jiwadana dapat 
digolongkan sebagai harta hadiah 
(hibah) kalau diberikan setelah 
perkawinan dan dapat digolongkan 
sebagai harta bawaan, kalau diberikan 
sebelum perkawinan berlangsung. 
Tetamian atau warisan dapat 
digolongkan sebagai harta warisan 
(Sudantra, 1992). Disamping 
penggolongan harta benda 
perkawinan diatas (Ariani, 2004) wujud 
harta benda keluarga (harta benda 
perkawina) dalam dua golongan, yaitu:  
1. Harta kekayaaan konvensional. 
2. Harta kekayaan kontemporer. 
Harta kekayaan konvesional 
tersebut berkaitan dengan mata 
pencaharian masyarakat yang 
umumnya agraris. Dalam masyarakat 
agraris maka harta kekayaan yang 
utama dan dianggap mempunyai nilai 
yang berharga adalah tanah. 
Termasuk dalam katagori harta 
kekayaan konvensional adalah tanah 
sawah, ladang dan pekarangan. Harta 
kekayaan kontemporer muncul sejalan 
dengan perkembangan ekonomi dari 
ekonomi pertanian ke ekonomi non 
pertanian, seperti industri pariwisata. 
Dalam perkembangan tersebut 
kemudian muncul harta kekayaan di 
luar harta kekayaan yang pertanian, 
yang dapat berupa perusahaan, 
hotel/penginapan, restoran, toko, 
mobil, motor, perhiasan, uang ( 
tabungan/deposito ), dan peralatan 
rumah tangga. Harta kekayaan 
kontemporer ini lebih banyak 
macam/ragamnya dibandingkan 
dengan harta konvensional. 
Dalam  masyarakat jenis-jenis 
harta bersama yang terbentuk dalam 
perkawinan nyeburin bervariasi. 
Variasi tersebut dapat dilihat baik dari 
sumber pembentukannya maupun 
jenis barangnya. Berdasarkan sumber 
pembentukan harta bersama tersebut, 
sebagian harta bersama terbentuk dari 
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hasil pengelolaan warisan yang 
diberikan oleh orang tua istri, sebagian 
lagi memang terbentuk dari hasil jerih 
payah suami dari istri tersebut. Rata – 
rata kasus yang ada menunjukkan 
bahwa pada awal-awal masa 
perkawinan, suami dan istri tersebut 
tinggal di rumah orang tua istri. 
Dengan demikian, pasangan suami 
istri tersebut sudah diberikan paling 
tidak sudah tersedia harta berupa 
rumah tinggal, termasuk alat-alat 
perlengkapan rumah tangga, mereka 
tinggal memanfaatkannya saja. 
Ketersediaan rumah dan alat-alat 
rumah tangga ini sangat membantu 
mererka dan dapat mengurangi biaya 
rumah tangga. Uang yang mestinya 
disiapkan untuk membeli rumah atau 
menyewa rumah dan membeli alat-alat 
perlengkapan rumah tangga dapat 
dimanfaatkan untuk keperluan lain, 
seperti membeli mobil, sepeda motor, 
perhiasan dan lain-lain, sehingga dari 
situ dapat terbentuk harta bersama. 
Semua harta yang mereka peroleh 
setelah perkawinan berlangsung dapat 
digolongkan sebagai harta bersama 
yang diperoleh suami istri setelah 
perkawinan berlangsung. 
Disamping jenis harta bersama 
berdasarkan sumber terbentuknya 
harta, jenis harta bersama dapat 
digolongkan berdasarkan jenis barang. 
Dari  kasus-kasus yang ada dapat 
diketahui jenis-jenis barang harta 
bersama yang dimiliki oleh pasangan 
suami istri sangat bervariasi. 
Umumnya pasangan suami istri alat-
alat rumah tangga terutama peralatan 
dapur, televisi, radio, kulkas, dan lai-
lain. Sebagian besar lainnya 
mempunyai perhiasan emas yang 
menurut persepsi masyarakat 
merupakan harta yang cukup 
berharga. Jenis harta bersama lainnya 
adalah uang dalam bentuk 
tabungan/deposito, walaupun tidak 
semua pasangan suami istri 
mempunyai tabungan ataupun 
deposito. Beberapa suami istri 
mempunyai harta bersama berupa alat 
transportasi seperti mobil, sepeda 
motor dan sepeda gayung. Sebagian 
kecil pasangan suami istri ini juga 
mempunyai harta berupa ternak dan 
ada juga yang mempunyai harta 
bersama berupa tanah.  
 
B. Pengaruh Peran Gender Dalam 
Pembentukan Harta Bersama 
Seiring dengan perkembangan 
jaman, peran wanita dalam keluarga 
dewasa ini juga mulai berubah, hal ini 
dapat dilihat tidak sedikit wanita Bali 
yang belum kawin mempunyai 
pekerjaan di luar rumah dengan 
penghasilan yang baik. Walaupun 
banyak dikhawatirkan menimbulkan 
konflik peran (Tumbu Saraswati, 1997 
) tidak sedikit pula wanita yang telah 
bersuami melakoni peran ganda, yaitu 
disamping berperan sebagai ibu 
rumah tangga, juga berperan dalam 
pekerjaan nafkah, tidak terkecuali 
wanita Bali (Luh Ketut Suryani, 1993). 
Kecenderungan yang terjadi sekarang 
ini kontribusi wanita dalam menunjang 
ekonomi keluarga cukup besar, hal ini 
dikarenakan semakin banyak kaum 
wanita yang memasuki lapangan kerja. 
Dengan demikian tentu berpengaruh 
terhadap kontribusi wanita dalam 
pembentukan harta bersama, sebab 
wanita bekerja mempunyai 
penghasilan yang dapat 
disumbangkan untuk kepentingan 
ekonomi keluarga. 
Mengenai peran gender dalam 
rumah tangga yang lazim disebut 
peran domestik, dalam keluarga 
tradisoinal umumnya diperankan oleh 
istri. Suami pada umumnya hanya 
melakukan kegiatan-kegiatan publik, 
seperti bekerja di luar rumah, 
melakukan kegiatan-kegiatan 
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kemasyarakatan, dan sebagainya. 
Nampaknya dewasa ini peran- peran 
tersebut mengalami pergeseran, tidak 
semua peran domestik hanya 
dilakukan oleh istri, begitu juga 
sebaliknya tidak semua peran publik 
hanya dilakukan oleh suami. Dalam 
masyarakat justru menunjukkan 
sebagian besar istri dalam perkawinan 
nyeburin melakukan peran-peran 
publik. Itu berarti bahwa seorang istri 
dalam perkawinan nyeburin juga 
berperan ganda, disamping sebagai 
ibu rumah tangga juga bekerja di 
sektor publik. 
Mengenai peran 
kemasyarakatan, peran gender 
masing-masing suami dan istri masih 
berlaku sebagaimana yang sudah 
menjadi tradisi dalam kehidupan desa 
adat di Bali. Walaupun istri yang 
berstatus  sebagai penerus keturunan 
keluarga dan ahli waris dalam 
keluarga, ternyata status terbalik 
dalam keluarga tidak berlaku di banjar 
dan desa adat. Di banjar ataupun desa 
adat, nama yang tercatat dalam buku 
catatan krama desa adalah tetap 
nama suami. Itu sebabnya dalam 
kegiatan-kegiatan pengambilan 
keputusan di banjar atau desa adat 
seperti sangkep (rapat) yang hadir 
adalah suami. Untuk kegiatan-kegiatan 
yang berupa kewajiban (ngayah) untuk 
bekerja di banjar (patedunan 
pakaryan) tampaknya peran suami 
dan istri adalah seimbang, karena 
tradisi yang hidup di desa adat 
memang memungkinkan suami dan 
istri sama-sama melaksanakan peran 
dalam kegiatan ngayah tersebut 
sesuai dengan jenis pekerjaan. Untuk 
ayahan lanang  ( pekerjaan di 
banjar/desa yang dilakukan oleh laki-
laki) maka suami yang berperan, 
sedangkan untuk ayahan luh atau 
ayahan istri, maka dilakukan oleh istri. 
Dengan adanya aktifitas kedinasan 
yang bernama PKK, maka kegiatan-
kegiatan kemasyarakatan yang 
berkaitan dengan PKK ini seperti 
arisan dilakukan oleh istri. 
Berdasarkan uraian tersebut 
diatas  menunjukkan bahwa peran 
gender suami dan istri mempunyai 
pengaruh terhadap pembentukan 
harta bersama, terutama peran publik 
khususnya di sektor nafkah. Seorang 
suami atau istri yang bekerja di sektor 
nafkah sudah tentu akan 
menghasilkan uang yang dapat 
digunakan untuk membiayai 
kehidupan rumah tangga. Hal itu 
secara langsung ataupun tidak 
langsung berkontribusi dalam 
pembentukan harta bersama.  
1) Kontribusi Suami Dan Istri Dalam 
Pembentukan Harta Bersama 
Dalam perkawinan biasa, suami 
berstatus sebagai purusa sedangkan 
istri sebagai pradana, Status ini 
berkaitan dengan relasi gender, yaitu 
hubungan antara laki-laki (suami) yang 
di Bali disebut purusa dan prempuan 
(istri) disebut pradana dalam 
pembentukan harta. Dalam 
perkawinan nyeburin, justru istri yang 
berstatus sebagai purusa, seorang 
anak perempuan yang dikukuhkan 
statusnya menjadi sentana rajeg. 
Secara fisik- biologis sentana rajeg 
adalah seorang wanita, tetapi 
kemudian dikukuhkan statusnya 
menjadi penerus keturunan (sentana 
rajeg). Dilihat dari kondisi biologis dan 
peran gender wanita yang tradisional, 
maka secara logika kontribusi sentana 
rajeg lebih kecil dibandingkan dengan 
kontribusi laki-laki (suami) terhadap 
pembentukan harta dalam perkawinan 
biasa. Dalam kasus sentana rajeg 
yang sudah bersuami ( bentuk 
perkawinan nyeburin), menurut hukum 
adat Bali anak wanitalah yang 
berstatus sebagai ahli waris, 
sedangkan suaminya yang berstatus 
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pradana bukan ahli waris dalam 
lingkungan keluarga asalnya maupun 
dalam lingkungan keluarga istri. 
Dengan demikian posisi suami dan 
istri dalam peluang berkontribusi 
terhadap pembentukan harta benda 
perkawinan menjadi terbalik, terutama 
kalau wujud harta benda perkawinan 
tersebut adalah harta yang 
konvensional. Dalam hal ini jika 
berpegang kepada kondisi hukum adat 
Bali di masa lampau maka peluang 
istrilah (sentana rajeg) yang lebih 
dominan. 
Dalam perkembangan 
masyarakat dewasa ini, kehidupan 
keluarga tidak lagi bergantung kepada 
sumber-sumber kehidupan dari sektor 
agraris, sehingga wujud harta benda 
perkawinan tidak lagi hanya berupa 
harta yang konvensional, melainkan 
juga harta yang kontemporer. Dalam 
keadaan demikian, kontribusi sentana 
rajeg terhadap pembentukan harta 
tergantung kepada peran yang 
dilakoninya. Apabila sentana rajeg 
dalam perkawinan nyeburin masih 
berkutat hanya pada peran 
tradisionalnya sebagai ibu rumah 
tangga tanpa bekerja di sektor nafkah, 
maka peluang sentana rajeg dalam 
pembentukan harta bersama secara 
nyata hanya bersumber dari harta 
warisan. Sebaliknya apabila sentana 
rajeg juga berperan di sektor nafkah 
maka ia akan berperan lebih dominan 
dari suaminya dalam pembentukan 
harta, karena disamping 
berpenghasilan juga menyumbangkan 
harta bersumber dari warisan. 
2) Kedudukan Sentana Rajeg Dalam 
Harta Bersama 
Pada uraian mengenai 
pengaruh peran gender terhadap 
pembentukan harta bersama 
dijelaskan bahwa sebagian besar 
sentana rajeg bekerja di sektor nafkah, 
maka dengan demikian sentana rajeg 
mempunyai kedudukan yang kuat 
sebagai penyumbang (berkontribusi) 
dalam pembentukan harta bersama. 
Hal itu juga disebabkan karena 
sentana rajeg adalah ahli waris yang 
mendapat warisan dari orang tuanya 
dan hasil dari pengelolaan harta 
warisan tersebut dapat digunakan 
untuk membentuk harta bersama. 
Sentana rajeg disamping sebagai 
seorang istri juga bekerja untuk 
mencari nafkah yang dapat 
menghasilkan uang, sudah tentu 
mempunyai nilai penting dalam 
berkontribusi untuk pembentukan 
harta bersama.  
 
PENUTUP  
Sistem kekeluargaan patrilineal 
yang dianut masyarakat Bali 
mengakibatkan dalam suatu keluarga 
keturunan laki-laki menjadi penting. 
Terkait dengan sistem ini apabila 
suatu keluarga tidak mempunyai anak 
laki-laki maka keluarga tersebut akan 
berupaya memperoleh keturunan laki-
laki antara lain dengan cara 
mengangkat sentana rajeg. Dalam 
kasus sentana rajeg, perrempuan 
mempunyai kedudukan hukum sama 
dengan dengan laki-laki, berbeda 
dengan kedudukan perempuan Bali 
pada umumnya. Dalam kedudukan 
seperti ini ia berhak untuk mewarisi 
harta  kekayaan orang tuanya dan 
menurut hukum adat ia berkedudukan 
sebagai penerus keturunan. 
Sentana Rajeg mempunyai 
kedudukan yang penting dan 
berkontribusi dalam pembentukan 
beberapa jenis harta bersama. 
Sentana rajeg adalah ahli waris yang 
mendapat warisan dari orang tuanya, 
hasil dari pengelolaan harta 
warisannya dapat digunakan untuk 
membentuk harta bersama. Dalam 
pembentukan harta bersama 
kedudukan sentana rajeg lebih 
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dominan dibandingkan dengan suami, 
disamping menadapatkan harta dari 
warisan orang tuanya, sentana rajeg 
sebagai istri juga bekerja di sektor 
nafkah yang menghasilkan 
uang,sehingga sangat berkontribusi 
dalam pembentukan harta 
bersama.Walaupun sentana rajeg 
memiliki kedudukan lebih dominan 
dalam pembentukan harta bersama 
dibandingkan dengan suami, akan 
tetapi dalam kegiatan-kegiatan sosial 
tetap suami yang lebih dominan. 
Masalah sentana rajeg tidak diatur 
secara eksplisit, akan tetapi dalam 
adat kebiasaan masyarakat perihal 
sentana rajeg sudah dilaksanakan 
seperti apa yang telah diwariskan 
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